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PENDAHULUAN 

Kementerian Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara khususnya dalam Penyelenggaraan bidang 

transportasi sesuai amanat pada Pasal 5 dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas fungsi pokoknya Kementerian Perhubungan 

tentunya memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai, sasaran strategis ini ditetapkan setiap lima 

tahun melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan. Salah satu sasaran 

strategis Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran ini memiliki yang diukur melalui 

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebagai indikatornya. Adapun indeks tersebut juga dipengaruhi 

instrumen penting seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), juga termasuk Manajemen 

Risiko Indeks (MRI) sebagai komponennya. 

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, seluruh instansi pemerintah 

diwajibkan melaksanakan SPIP, sementara evaluasi atas tingkat maturitas SPIP dilakukan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian 

Perhubungan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 

yang sama telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko. Penurunan capaian MRI tersebut salah satunya dipengaruhi oleh 

pengurangan nilai atau penalti yang diberikan BPKP akibat terjadinya peristiwa risiko fraud di salah 

satu unit eselon I, yang berdampak pada penilaian maturitas SPIP Kementerian Perhubungan secara 
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Kebijakan manajemen risiko di Kementerian Perhubungan sesuai diatur dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 bertujuan mendukung 

pencapaian sasaran strategis, meningkatkan akuntabilitas kinerja serta 

pengendalian internal organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

efektivitas implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan yang diperlukan. Metode 

penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi literatur, telaah dokumen, kuesioner, dan 

wawancara mendalam kepada Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit 

Manajemen Risiko, Unit Pengawasan Intern, serta Pegawai Pelaksana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya 

berjalan efektif hal ini disebabkan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh 

para pemangku kepentingan. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM 

terhadap pemahaman dan kompetensi manajemen risiko, koordinasi antar lini 

serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya 

risiko sangat diperlukan. Sebagai upaya perbaikan maka perlu dilakukan 

penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, penyempurnaan 

kebijakan agar lebih adaptif terhadap praktik di lapangan, optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIMARKO, pembentukan unit kerja khusus manajemen 

risiko yang terpusat, serta perwujudan komitmen secara optimal dari seluruh 

pemangku kepentingan dalam membangun budaya sadar risiko di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 
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keseluruhan. 

Ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan langkah strategis untuk 

memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mencegah terulangnya peristiwa risiko. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian internal organisasi, mendukung pencapaian sasaran 

strategis serta meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan manajemen risiko yang efektif 

sehingga diharapkan budaya risiko dapat terbangun secara sistematis. 

Dalam konteks kebijakan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 sebagai 

pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penerapan 

manajemen risiko. Adapun ruang lingkup kebijakan sebagaimana telah diatur terdiri dari struktur 

manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Struktur manajemen risiko mencakup pendekatan tiga 

lini, sistem informasi dan alokasi anggaran, serta penguatan budaya risiko sedangkan proses 

manajemen risiko mencakup pentapan konteks, penilaian risiko (meliputi: identifikasi risiko, analisis 

risiko dan evaluasi risiko), respon risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan serta komunikasi dan 

konsultasi. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan diduga bahwa terdapat 

mekanisme manajemen risiko yang belum dilaksanakan secara komprehensif oleh para pemangku 

kepentingan, kemungkinan adanya hambatan yang dihadapi dalam praktiknya menjadi alasan mengapa 

implementasi kebijakan tersebut belum dapat dirasakan secara signifikan manfaatnya terhadap capaian 

kinerja organisasi khususnya pada Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Perhubungan.  

Berdasarkan  uraian di atas, tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas 

implementasi kebijakan sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023. Secara 

spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan yang 

telah pahami dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, hambatan serta upaya perbaikan apa 

yang perlu dilakukan oleh tim manajemen risiko Kementerian Perhubungan agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan efektif sebagaimana tujuannya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini 

dipilih guna memberikan hasil analisis yang rinci dan komprehensif mengenai implementasi 

kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dikaitkan dengan teori 

ahli Impelementasi Kebijakan.  

Selanjutnya fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami, 

dijalankan, serta tantangan maupun hambatan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. enurut 

Rukhmana, dkk (2022) penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu (1) untuk menggambarkan 

dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan (2) untuk menggambarkan dan menjelaskan 

(to describe and explain), sementara itu Sugiyono (2011:32) juga mendefinisikan metode deskriptif 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena 

berdasarkan data yang ada, namun tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi yang lebih luas. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pada data primer dan data sekunder, 

selanjutnya dari hasil pengumpulan data tersebut akan di reduksi guna memberikan hasil secara valid 

sehingga dapat di deskripsikan berupa narasi berdasarkan perspektif efektivitas implementasi 

kebijakan yang mudah dipahami. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hambatan Implementasi Kebijakan 

Namun, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, maupun telaah dokumen, 

implementasi kebijakan tersebut ternyata menghadapi sejumlah hambatan/kendala. Saat ini, penerapan 

manajemen risiko masih dipandang sebelah mata sebagai tugas tambahan di luar tugas utama unit 

kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen 

risiko belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya organisasi. Akibatnya, sebagian besar unit kerja 

menjalankan manajemen risiko lebih sebagai kewajiban administratif. 
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Untuk memahami dinamika tersebut, jika ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan 

George C. Edwards III menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan oleh empat faktor 

utama yang menjadi penentu yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/komitmen, dan struktur 

birokrasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

Komunikasi 

Penyampaian isi kebijakan harus disampaikan secara jelas, dan dapat dipahami oleh seluruh 

pelaksana kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sosialisasi manajemen risiko di Kementerian Perhubungan masih bersifat umum dan belum 

menyentuh aspek teknis di tiap unit kerja. Kondisi ini menimbulkan perbedaan persepsi dan 

pemahaman, sehingga sebagian pelaksana cenderung melihatnya hanya sebagai kewajiban 

administratif, bukan sebagai alat pengelolaan kinerja organisasi. 

Distorsi komunikasi tersebut berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang cenderung 

formalistik dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses manajerial. Selain itu, belum adanya 

mekanisme umpan balik yang efektif memperlebar kesenjangan antara pembuat kebijakan dan 

pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi yang lebih partisipatif, kontekstual, dan 

berkelanjutan agar manajemen risiko benar-benar terinternalisasi sebagai budaya organisasi. 

Sumber Daya 

Kebijakan yang baik tidak akan dapat diimplementasikan tanpa dukungan sumber daya yang 

memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan 

ketiadaan alokasi anggaran khusus menjadi hambatan utama dalam implementasi manajemen risiko di 

Kementerian Perhubungan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pengampu manajemen risiko 

di unit kerja belum memiliki kompetensi teknis yang memadai, sementara kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan masih bersifat formalitas serta belum menjawab kebutuhan teknis masing-masing unit kerja. 

Dengan demikian, faktor sumber daya tidak hanya mencakup aspek teknis seperti ketersediaan SDM 

dan anggaran, tetapi juga berkaitan erat dengan komunikasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya 

menyebabkan sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan optimal, sedangkan lemahnya komunikasi 

membuat sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa sumber daya dan komunikasi saling beriringan dalam menentukan efektivitas implementasi 

kebijakan. 

Disposisi/Komitmen 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan dukungan para 

pemangku kepentingan, termasuk pimpinan. Ketika pimpinan tidak menunjukkan bentuk komitmen 

substantif, maka pelaksana di tingkat bawah tidak akan menjadikan kebijakan sebagai prioritas dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan diterbitkannya Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko pada 

tingkat Kementerian Perhubungan dengan menunjuk Dirjen Perhubungan Darat sebagai Koordinator 

yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dirjen Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 41 Tahun 2024 telah dicabut. Hal ini merupakan langkah pimpinan untuk 

membangun kesadaran risiko di setiap unit kerja melalui mekanisme rotasi penanggung jawab. 

Namun demikian, efektivitas implementasi juga memerlukan konsistensi dalam dokumen 

turunan. Jika menunjuk Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Selera Risiko yang masih 

mengacu pada Sasaran Strategis 2020–2024 sudah tidak relevan lagi arah kebijakan saat ini, sehingga 

perlu segera disesuaikan agar selaras dengan Sasaran Strategis 2025–2029. Dengan demikian 

efektivitas implementasi kebijakan manajemen risiko memerlukan kombinasi antara Komitmen dan 

konsistensi yang saling melengkapi karena tanpa komitmen, kebijakan hanya akan menjadi teks 

formal, dan tanpa konsistensi, komitmen yang ada tidak akan sepenuhnya terimplementasi. Oleh 

karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas 

dalam rangka  mendukung internalisasi kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh. 

Birokrasi 

Faktor birokrasi menjadi salah satu penentu utama efektivitas implementasi kebijakan 
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manajemen risiko. Struktur organisasi yang panjang dan kompleks cenderung melemahkan 

pengawasan, menimbulkan red-tape, serta memperlambat koordinasi antar unit kerja. Berdasarkan 

hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, Kementerian Perhubungan 

memiliki struktur organisasi yang besar dan kompleks, namun fungsi manajemen risiko pada unit 

kerja masih dipandang sebagai tugas tambahan, bukan sebagai fungsi strategis utama. Hal ini 

menyebabkan koordinasi antar unit belum optimal, dan belum ada pihak yang secara konsisten 

melakukan monitoring dan evaluasi implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan perlu membentuk unit 

kerja khusus yang berperan sebagai pengampu fungsi manajemen risiko secara terpusat. Unit ini 

diharapkan memiliki kewenangan strategis dalam menyusun kebijakan teknis, pembinaan, 

pengendalian, asistensi teknis, serta monitoring dan evaluasi implementasi manajemen risiko di 

seluruh unit kerja. Dengan adanya unit khusus ini, pelaksanaan manajemen risiko dapat difokuskan, 

terintegrasi, dan lebih konsisten, sehingga tidak lagi dipandang sebagai tugas tambahan oleh unit-unit 

kerja yang memiliki beban utama lain. Pembentukan unit pengampu juga selaras dengan prinsip 

birokrasi yang menekankan spesialisasi fungsi untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan 

akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, keberadaan unit kerja khusus manajemen risiko 

diharapkan memperkuat infrastruktur manajemen risiko dan mendukung pencapaian sasaran strategis 

Kementerian Perhubungan secara optimal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan sesuai Keputusan  

Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Perhubungan 

dengan kesimpulan utama sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan manajemen risiko sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 

Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan namun secara keseluruhan belum berjalan efektif, 

hal ini disebabkan adanya kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan 

dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. 

2. Kendala atau hambatan utama yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan meliputi 

keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi terkait manajemen 

risiko, selain itu keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran, komunikasi 

kebijakan berupa pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pada sebagian unit kerja 

dianggap masih bersifat formal belum mencakup permasalah teknis di unit kerja hal ini menjadi 

alasan selain koordinasi antar lini serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam 

membangun budaya risiko yang merupakan bagian dari infrastruktur manajemen risiko dan salah 

satu tujuan dari kebijakan. 

3. Sebagai upaya perbaikan maka perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan 

sertifikasi, penyempurnaan kebijakan agar lebih adaptif terhadap praktik di lapangan, optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIMARKO, pembentukan unit kerja khusus manajemen risiko yang terpusat, 

serta perwujudan komitmen secara optimal dari seluruh pemangku kepentingan dalam membangun 

budaya risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

4. Implementasi kebijakan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentan 

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan belum berjalan efektif, sehingga 

tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat terwujud secara optimal. 
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